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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala limpahan Rahmat dan 

karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi 

Pamong Praja Tahun 2026 dapat kami selesaikan tepat waktu. 

 
Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara 

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Laporan ini berdasarkan pada 

Peraturaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelenggaraan FKP ini. Mengingat keterbatasan yang ada, kami 

menyadari laporan ini masih memerlukan penyempumaan, maka sumbang saran dan ide 

yang membangun sangat kami harapkan. 

 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya Masyarakat pengguna 

layanan penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum 

dan perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. 
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I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 

menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebagai sarana untuk menjaring aspirasi, masukan, kritik, serta 

saran dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait peningkatan kualitas 

pelayanan publik di lingkungan Satpol PP. 

Forum ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan publik 

melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pelayanan. 

 

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat 

a. Maksud 

Sebagai wadah konsultasi, komunikasi, dan dialog antara penyelenggara 

pelayanan publik dengan masyarakat pengguna layanan. 

b. Tujuan: 

1) Menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan Satpol 

PP. 

2) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

3) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan 

publik Satpol PP Bantul. 

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

c. Manfaat: 

1) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Informasi dan masukan dari 

masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan solusi 

yang lebih relevan. 

2) Pembangunan Komunitas: Mendorong kolaborasi dan hubungan 

antarwarga dan stakeholders, menciptakan rasa kepemilikan terhadap 

kebijakan yang dihasikan. 

3) Pencegahan Konflik. Dengan memberikan ruang untuk dialog forum ini 

dapat membantu mencegah potensi konflik antara masyarakat dan 

pemerintah. 

 

 

 

 



3. Ruang Lingkup 

a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public 

b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

c. Kebijakan lain terkait pelayanan publik 

 

II. METODOLOGI PELAKSANAAN 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

FKP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026 

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai 

Tempat : Ruang Mandhala Karya Dinas Kebudayaan 

Kabupaten Bantul 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara FKP 

Penyelenggara adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 

b. Peserta FKP 

Adapun Peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak penyelenggara layanan 

di wilayah Kabupaten Bantul dari unsur Perangkat Daerah, unsur Masyarakat 

yang meliputi tokoh masyarakat, akademisi, organisasi Masyarakat (ormas) 

mitra Satpol PP, Media, serta stakeholder terkait. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Metode Pelaksanaan FKP dilaksanakan Secara tatap muka (luring), dimana 

Satpol PP Bantul selaku penyelenggara menyampaikan Standar Pelayanan 

Publik dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dan para 

undangan sebagai peserta yang memberikan masukan terhadap materi maupun 

Pelayanan di Satuan Polisi Pamomng Praja. Pada akhir kegiatan dilakukan 

kesepakatan terkait hal yang perlu dilakukan bagi pihak pihak yang terlibat pada 

kegiatan FKP Tersebut. 

 

4. Susunan Acara 

Adapun susunan acara FKP yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut: 

Jam Kegiatan Keterangan 

08.00 s.d. 08.30 Registrasi Peserta  

08.30 s.d. 09.30 Pembukaan dan Sambutan sekaligus 

Penyampaian Materi oleh Kasatpol PP 

Kab Bantul 

Dipandu MC 

09.30 s.d. 10.00 Penyampaian Materi oleh Plt. 

Bakesbangpol Kab Bantul 

 

10.00 s.d. 10.30 Penyampaian Materi oleh Kepala Dinas 

Kebudayaan Kab Bantul 

 



10.30 s.d. 11.30 Diskusi  

11.30 Penutup Dipandu MC 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Identifikasi Masalah 

a. Optimalisasi Kanal Pengaduan Masyarakat 

b. Optimalisasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

2. Analisis 

a. Saat ini, pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban 

umum, pelanggaran Peraturan Daerah, serta permasalahan perlindungan 

masyarakat di Kabupaten Bantul dapat disampaikan kepada Satpol PP 

Kabupaten Bantul melalui berbagai kanal, baik secara langsung (offline) maupun 

melalui media daring (online). Namun demikian, keberadaan berbagai kanal 

pengaduan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena 

masih terbatasnya integrasi layanan dan informasi mengenai mekanisme 

pengaduan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem 

pengaduan yang lebih mudah diakses, cepat, responsif, dan terintegrasi guna 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan 

ketertiban umum di Kabupaten Bantul. 

b. Sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penegakan Peraturan 

Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta 

perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu melakukan 

pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi instrumen penting untuk 

mengetahui persepsi, harapan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul. Hasil SKM dapat digunakan 

sebagai tolok ukur kinerja pelayanan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam 

penyusunan kebijakan dan inovasi pelayanan publik guna mewujudkan 

pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. 

 

3. Hasil Diskusi 

Berdasarkan diskusi dan konsultasi publik, diperoleh beberapa hal penting sebagai 

berikut: 

a. Aspek Pelayanan 

1. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan 

profesional pada Tahun 2026, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu 

meningkatkan ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan masyarakat, 

penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Peningkatan ini penting 

untuk memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja Satpol PP.  



2. Seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan layanan digital, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu 

mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui kanal digital yang 

terintegrasi. Pengembangan inovasi pelayanan seperti aplikasi atau platform 

PANDU GARDA (Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat) diharapkan 

mampu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, 

memantau tindak lanjut pengaduan, serta memperoleh informasi layanan 

secara cepat dan transparan.  

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Untuk mendukung visi pelayanan publik yang prima pada Tahun 2026, 

diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi personel Satpol PP 

Kabupaten Bantul, khususnya dalam bidang pelayanan publik, komunikasi, 

mediasi konflik sosial, penegakan peraturan daerah, serta pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi.  

2. Pengembangan layanan berbasis digital juga memerlukan dukungan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi 

informasi, pengelolaan data, serta pengembangan sistem informasi guna 

memastikan keberlangsungan dan efektivitas inovasi pelayanan yang 

dikembangkan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.  

c. Aspek Sarana dan Prasarana 

1. Satpol PP Kabupaten Bantul perlu meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana pelayanan masyarakat, termasuk ruang pelayanan pengaduan 

yang representatif, ramah masyarakat, dan mendukung pelayanan yang 

nyaman serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.  

2. Selain itu, diperlukan penyediaan sarana komunikasi digital yang modern dan 

responsif, seperti pusat layanan pengaduan berbasis web, aplikasi mobile, 

media sosial resmi, serta sistem notifikasi yang dapat mendukung percepatan 

respons terhadap laporan masyarakat secara real time.  

d. Aspek Regulasi dan Koordinasi 

1. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan 

Daerah dan menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif, Satpol PP 

Kabupaten Bantul perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung 

maupun digital.  

2. Efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada Tahun 

2026 juga memerlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan 

perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kalurahan, relawan 

perlindungan masyarakat (Linmas), serta unsur masyarakat lainnya. Sinergi 

tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan pengaduan 



masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan penyelesaian berbagai 

permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum secara terpadu. 

 

4. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil forum, disepakati beberapa rekomendasi untuk peningkatan 

kualitas pelayanan publik, yaitu: 

a. Mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis digital melalui pengembangan 

dan pemanfaatan inovasi layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi, 

sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait gangguan 

ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran Peraturan Daerah, serta 

permasalahan perlindungan masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan. 

b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

Satpol PP Kabupaten Bantul melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan 

pengembangan kompetensi secara berkala, khususnya dalam bidang 

pelayanan publik, penegakan Peraturan Daerah, pemanfaatan teknologi 

informasi, komunikasi publik, dan penanganan pengaduan masyarakat. 

c. Menyediakan sarana dan media pengaduan masyarakat yang mudah 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui layanan tatap muka 

maupun kanal digital seperti website, media sosial, aplikasi pengaduan, layanan 

pesan instan, dan pusat informasi pelayanan yang responsif. 

d. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan publik 

Satpol PP Kabupaten Bantul melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

monitoring kinerja pelayanan, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan 

masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas layanan yang berkelanjutan. 

e. Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan, 

perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, unsur Perlindungan 

Masyarakat (Linmas), serta partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung 

efektivitas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten 

Bantul. 



5. Rencana Aksi 

No Rekomendasi dan Target 

Penyelesaian 

Tindak Lanjut Penjelasan 

1 Agar Kabupaten Bantul lebih 

mengoptimalkan seluruh kanal 

pengaduan masyarakat dalam 

urusan trantinumlinmas dan 

berkolaborasi dengan stackholder 

terkait dalam penyelesaiannya 

Berkelanjutan 

dimulai sejak 

Januari tahun 2026 

dan akan dilakukan 

peninjauan ulang 

pada TW III tahun 

2026 

Pentingnya 

optimalisasi  kanal 

pengaduan untuk 

memudahkan 

akses pengaduan 

masyarakat. 

2 Hasil SKM yang diukur setiap 

akhir semester bisa menjadi 

acuan perbaikan pelayanan publik 

Berkelanjutan 

dimulai sejak 

Januari tahun 2026 

dan akan dilakukan 

peninjauan ulang 

pada TW III tahun 

2026 

Hasil SKM yang 

diukur setiap akhir 

Semester    bisa 

menjadi acuan 

perbaikan 

Pelayanan Publik. 

 

 

IV. PENUTUP 

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar dan mendapat partisipasi 

aktif dari berbagai pihak. Hasil forum diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan, 

inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Satpol PP ke depan, sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada 

masyarakat Kabupaten Bantul. 
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